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	Abstract: This study examines the implementation of police operational management and the level of Polri personnel performance at the Fakfak Police Resort (Polres Fakfak), Papua Barat Province. Despite the national Community Trust Index toward Polri reaching a very good category in 2023, performance at the district level remains shaped by local geographic and resource constraints. This research uses a descriptive-qualitative method with an institutional case study approach, combining primary data from interviews with Polres Fakfak personnel and secondary data from official documents and regulations. The results show that operational management implementation across the planning, organizing, actuating, and controlling functions has been running but is not yet fully optimal, particularly regarding data-based planning and sustained supervision, constrained by a vast and partly inaccessible geographic area, limited facilities, and personnel shortages relative to workload. Personnel performance is generally in the fairly good category across four indicators: work quality, work quantity, timeliness, and discipline and responsibility. A consistent pattern links weaknesses in each operational management function to related performance indicators, indicating that operational management functions as a structural factor shaping personnel performance alongside individual factors such as leadership and motivation identified in prior studies. The study recommends data-based operational planning, equitable workload distribution, strengthened operational facilities, and sustained supervision and evaluation systems.


Abstrak: Penelitian ini mengkaji pelaksanaan manajemen operasional kepolisian dan tingkat kinerja personel Polri di Kepolisian Resor (Polres) Fakfak, Provinsi Papua Barat. Meskipun Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Polri secara nasional mencapai kategori sangat baik pada tahun 2023, capaian kinerja di tingkat satuan kewilayahan tetap dibentuk oleh kendala geografis dan sumber daya lokal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus institusional, memadukan data primer dari wawancara dengan personel Polres Fakfak dan data sekunder dari dokumen resmi serta peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen operasional pada fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan telah berjalan namun belum sepenuhnya optimal, khususnya pada aspek perencanaan berbasis data dan pengawasan yang berkelanjutan, akibat kondisi geografis yang luas dan sebagian sulit dijangkau, keterbatasan sarana, serta kekurangan personel dibandingkan beban kerja. Kinerja personel secara umum berada pada kategori cukup baik pada empat indikator, yaitu kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, serta disiplin dan tanggung jawab. Pola yang konsisten menghubungkan kelemahan pada setiap fungsi manajemen operasional dengan indikator kinerja yang terkait, menunjukkan bahwa manajemen operasional berfungsi sebagai faktor struktural yang membentuk kinerja personel di samping faktor individual seperti kepemimpinan dan motivasi yang ditemukan penelitian terdahulu. Penelitian ini merekomendasikan perencanaan operasional berbasis data, pemerataan beban kerja, penguatan sarana operasional, serta sistem pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan.
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PENDAHULUAN
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan institusi negara yang memiliki peran strategis dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut sangat ditentukan oleh kinerja personel di tingkat satuan kewilayahan, khususnya Kepolisian Resor (Polres), yang menjadi ujung tombak pelaksanaan tugas kepolisian di daerah.
Kinerja personel Polri tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan individu, tetapi juga sangat bergantung pada bagaimana organisasi mengelola sumber daya yang dimiliki melalui manajemen operasional kepolisian yang efektif dan efisien, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Manajemen operasional kepolisian mencakup fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengendalian (controlling) yang dijalankan secara terpadu untuk memastikan setiap personel memiliki kejelasan tugas, standar kerja yang terukur, dukungan sarana dan prasarana yang memadai, serta sistem pengawasan yang berkesinambungan.
Secara nasional, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja layanan kepolisian menunjukkan capaian yang cukup baik, dengan Indeks Kepercayaan Masyarakat (IKM) Polri tahun 2023 mencapai 85,77 atau berkategori sangat baik (Saputra et al., 2024). Namun demikian, capaian nasional tersebut tidak serta-merta mencerminkan kondisi di setiap satuan kewilayahan, mengingat karakteristik geografis, sosial, dan sumber daya yang berbeda-beda antarwilayah turut memengaruhi efektivitas manajemen operasional dan kinerja personel di lapangan.
Polres Fakfak sebagai salah satu satuan kewilayahan Polri di Provinsi Papua Barat memiliki karakteristik wilayah yang khas, baik dari aspek geografis, sosial, maupun budaya masyarakat, yang menuntut pengelolaan operasional kepolisian yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan serta permasalahan lokal. Dalam pelaksanaannya, Polres Fakfak masih dijumpai berbagai kendala operasional, seperti kondisi geografis yang luas dan sebagian sulit dijangkau, keterbatasan sarana dan prasarana, keberagaman sosial budaya masyarakat, serta jumlah personel yang belum sebanding dengan luas wilayah dan kompleksitas tugas.
Berbagai kajian manajemen publik menunjukkan bahwa kualitas manajemen operasional memiliki hubungan yang signifikan dengan kinerja aparatur. Manajemen operasional yang tidak terencana dengan baik dapat menyebabkan ketidakefisienan kerja, tumpang tindih tugas, dan menurunnya kualitas kinerja organisasi, sedangkan manajemen operasional yang sistematis, berbasis standar operasional prosedur, dan didukung kepemimpinan yang efektif dapat meningkatkan produktivitas, disiplin, serta tanggung jawab personel dalam melaksanakan tugas.
Kajian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja personel Polri telah cukup berkembang, sebagaimana ditunjukkan oleh Persada, Maizar, dan Nabella (2023) yang meneliti pengaruh kepemimpinan, motivasi, dan insentif terhadap kinerja personel Bagian Operasi Polda Kepulauan Riau. Namun demikian, kajian tersebut berfokus pada variabel individual seperti kepemimpinan dan motivasi, sementara kajian yang secara spesifik menyoroti pengaruh manajemen operasional kepolisian, mencakup fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, terhadap kinerja personel di satuan kewilayahan dengan karakteristik geografis afirmatif seperti Polres Fakfak masih sangat terbatas.
Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan manajemen operasional kepolisian di Polres Fakfak, serta untuk mengetahui tingkat kinerja personel Polri di Polres Fakfak, sehingga dapat diperoleh gambaran empiris mengenai keterkaitan antara keduanya.
Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu manajemen operasional kepolisian, serta kontribusi praktis berupa masukan bagi pimpinan Polres Fakfak dalam merumuskan kebijakan dan strategi peningkatan kinerja personel melalui penguatan manajemen operasional kepolisian yang adaptif terhadap kondisi geografis dan sosial wilayah setempat.
METODOLOGI PENELITIAN 
2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis secara sistematis pelaksanaan manajemen operasional kepolisian serta tingkat kinerja personel Polri berdasarkan data dan fakta di lapangan (Sugiyono, 2022). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus institusional (institutional case study) terhadap Kepolisian Resor Fakfak, yang bertujuan mengkaji secara mendalam pelaksanaan fungsi manajemen operasional dalam konteks karakteristik wilayah dan sumber daya yang dimiliki.
2.2 Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor (Polres) Fakfak, Provinsi Papua Barat, dengan mengkaji pelaksanaan manajemen operasional kepolisian pada satuan-satuan fungsi operasional, meliputi Satuan Samapta, Satuan Reserse Kriminal, Satuan Intelijen Keamanan, Satuan Lalu Lintas, dan Satuan Pembinaan Masyarakat.
2.3 Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan dua jenis data. Data primer diperoleh dari lapangan melalui wawancara langsung dengan pimpinan dan personel Polres Fakfak yang terkait dengan pelaksanaan manajemen operasional kepolisian. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi Polres Fakfak, seperti data sarana prasarana dan data personel, serta literatur ilmiah yang relevan dengan manajemen operasional dan kinerja organisasi.
2.4 Teknik Pengumpulan Data
Data dikumpulkan melalui dua teknik. Pertama, penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan mempelajari bahan-bahan pustaka, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan manajemen operasional kepolisian. Kedua, penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengamatan langsung dan wawancara untuk memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan manajemen operasional dan kinerja personel di Polres Fakfak.
2.5 Teknik Analisis Data
Data yang diperoleh disusun dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan membandingkan kondisi ideal manajemen operasional dan kinerja personel berdasarkan landasan teori dengan kondisi faktual di lapangan, kemudian menganalisis keterkaitan di antara keduanya untuk menjawab rumusan masalah penelitian.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil dan pembahasan penelitian ini disajikan secara terpadu untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu pelaksanaan manajemen operasional kepolisian di Polres Fakfak dan tingkat kinerja personel Polri di Polres Fakfak, yang kemudian dianalisis keterkaitannya guna memperoleh gambaran empiris mengenai pengaruh manajemen operasional terhadap kinerja personel.
3.1 Pelaksanaan Manajemen Operasional Kepolisian di Polres Fakfak
Polres Fakfak sebagai satuan kewilayahan Polri di Provinsi Papua Barat menjalankan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pelayanan masyarakat melalui empat fungsi manajemen operasional utama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian (Terry, 1972), yang diimplementasikan pada lima satuan fungsi, yaitu Satuan Samapta yang berperan preventif melalui patroli dan pengamanan, Satuan Reserse Kriminal yang menjalankan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, Satuan Intelijen Keamanan yang melaksanakan deteksi dini gangguan kamtibmas, Satuan Lalu Lintas yang mengelola keamanan dan kelancaran lalu lintas, serta Satuan Pembinaan Masyarakat yang membangun kemitraan Polri dengan masyarakat melalui pendekatan community policing. Pelaksanaan kelima fungsi tersebut berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, yang menekankan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
Wilayah hukum Polres Fakfak memiliki cakupan geografis yang luas dengan topografi beragam, mencakup daerah pegunungan, pesisir, dan wilayah terpencil dengan akses transportasi terbatas. Kondisi ini berimplikasi langsung terhadap fungsi perencanaan operasional, yang tidak dapat menggunakan pendekatan seragam (uniform approach) melainkan harus berbasis analisis kerawanan wilayah (risk-based planning). Tanpa perencanaan yang adaptif, potensi gangguan kamtibmas di wilayah terpencil sulit terdeteksi secara dini, sehingga menuntut strategi prioritas wilayah berdasarkan skala kerawanan.
Analisis terhadap pelaksanaan keempat fungsi manajemen operasional menunjukkan kondisi yang beragam. Pada fungsi perencanaan, penyusunan rencana kerja dan program kegiatan tahunan telah dilaksanakan, namun masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya berbasis data lapangan, disertai keterbatasan anggaran dan lemahnya integrasi antarunit kerja. Pada fungsi pengorganisasian, pembagian tugas kepada satuan fungsi telah berjalan sesuai struktur organisasi yang berlaku, tetapi distribusi beban kerja antarpersonel belum merata, terutama pada unit dengan intensitas kegiatan lapangan tinggi seperti Satuan Samapta dan Satuan Reserse Kriminal.
Pada fungsi pelaksanaan, tugas operasional secara umum telah dijalankan sesuai standar operasional prosedur dan perintah pimpinan, namun terkendala keterbatasan sarana dan prasarana, seperti kendaraan patroli dan alat komunikasi yang belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh wilayah operasional, serta kondisi geografis yang menyulitkan mobilitas personel. Pada fungsi pengawasan dan pengendalian, evaluasi rutin dan laporan kegiatan telah dilaksanakan pimpinan, tetapi sistem evaluasi belum optimal dan pengawasan langsung di lapangan masih terbatas, sehingga tindak lanjut hasil evaluasi belum berjalan maksimal.
Keterbatasan jumlah personel dibandingkan luas wilayah dan kompleksitas tugas turut menjadi faktor struktural yang berdampak pada tingginya beban kerja, potensi kelelahan kerja (burnout), serta pengawasan yang tidak dapat dilakukan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keempat fungsi manajemen operasional saling berkaitan dan membentuk suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana ditegaskan Robbins dan Coulter (2020) bahwa keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh kualitas proses manajerial yang dijalankan secara terintegrasi. Dengan demikian, pelaksanaan manajemen operasional kepolisian di Polres Fakfak dapat dikategorikan berjalan, namun belum sepenuhnya optimal, khususnya pada aspek perencanaan berbasis data lapangan dan sistem pengawasan yang berkelanjutan.
3.2 Tingkat Kinerja Personel Polri di Polres Fakfak
Kinerja personel Polri di Polres Fakfak dinilai berdasarkan empat indikator utama, yaitu kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, serta disiplin dan tanggung jawab, sejalan dengan konsep kinerja yang dikemukakan Mangkunegara (2017) sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai personel dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan.
Pada aspek kualitas kerja, personel Polres Fakfak secara umum berada pada kategori cukup baik, ditunjukkan dari kemampuan menyelesaikan tugas sesuai standar operasional prosedur, meskipun masih ditemukan kelemahan pada tingkat ketelitian, konsistensi penerapan standar profesionalisme, dan akurasi administrasi. Pada aspek kuantitas kerja, personel dinilai mampu menyelesaikan tugas sesuai target yang ditetapkan, namun keterbatasan jumlah personel dibandingkan luas wilayah kerja serta tingginya beban kerja pada unit tertentu berpotensi menurunkan produktivitas dalam jangka panjang.
Pada aspek ketepatan waktu, sebagian besar tugas kepolisian dapat diselesaikan tepat waktu terutama pada kegiatan rutin dan terencana, meskipun keterlambatan masih terjadi akibat faktor geografis, keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi, serta situasi darurat di lapangan. Pada aspek disiplin dan tanggung jawab, personel Polres Fakfak secara umum menunjukkan kepatuhan terhadap perintah pimpinan dan pelaksanaan tugas sesuai fungsi masing-masing, namun konsistensi dalam mematuhi standar operasional prosedur dan penguatan integritas profesi masih perlu ditingkatkan.
Secara keseluruhan, tingkat kinerja personel Polri di Polres Fakfak berada pada kategori cukup baik, dengan capaian yang bervariasi pada setiap indikator. Kondisi ini mencerminkan bahwa kinerja personel tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dukungan sistem manajemen operasional organisasi, sejalan dengan pandangan bahwa kinerja sektor publik tidak hanya diukur dari efisiensi dan efektivitas internal, tetapi juga dari akuntabilitas dan responsivitas terhadap kebutuhan publik.
3.3 Pengaruh Manajemen Operasional terhadap Kinerja Personel
Hasil analisis menunjukkan bahwa manajemen operasional kepolisian memiliki keterkaitan yang erat dengan tingkat kinerja personel Polri di Polres Fakfak. Keterkaitan ini tercermin dari pola yang konsisten pada setiap fungsi manajemen: perencanaan yang belum sepenuhnya berbasis kondisi riil lapangan menyebabkan personel harus melakukan penyesuaian mendadak di lapangan, sehingga menimbulkan ketidakefisienan waktu dan sumber daya serta sejumlah kegiatan tidak mencapai target yang ditetapkan. Pengorganisasian yang belum merata dalam distribusi beban kerja berdampak pada menurunnya produktivitas personel dengan beban kerja berlebih dan meningkatnya potensi kelelahan kerja, yang pada gilirannya memengaruhi indikator kuantitas dan kualitas kerja.
Keterbatasan sarana dan prasarana pada fungsi pelaksanaan operasional berdampak langsung pada menurunnya kecepatan respons terhadap kejadian di masyarakat serta terhambatnya mobilitas personel dalam menjangkau wilayah tertentu, yang tercermin pada indikator ketepatan waktu kinerja personel. Sementara itu, lemahnya fungsi pengawasan dan pengendalian menyebabkan kurangnya evaluasi terhadap hasil kerja personel dan rendahnya umpan balik untuk perbaikan, yang berkaitan erat dengan indikator disiplin dan tanggung jawab.
Pola tersebut memperkuat temuan Persada, Maizar, dan Nabella (2023) di Polda Kepulauan Riau yang menunjukkan bahwa faktor organisasional turut memengaruhi kinerja personel operasional kepolisian, meskipun pada penelitian tersebut fokus kajian diarahkan pada variabel kepemimpinan, motivasi, dan insentif secara individual. Penelitian ini melengkapi temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa pada level satuan kewilayahan dengan tantangan geografis afirmatif seperti Polres Fakfak, kualitas sistem manajemen operasional secara kelembagaan, mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, menjadi faktor struktural yang tidak kalah menentukan dibandingkan faktor individual personel.
Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa semakin baik manajemen operasional kepolisian yang diterapkan, khususnya dalam hal perencanaan berbasis data lapangan, pemerataan beban kerja, dukungan sarana operasional, dan penguatan sistem pengawasan, maka semakin optimal pula kinerja personel Polri dalam melaksanakan tugas kepolisian di wilayah hukum Polres Fakfak.
3.4 Implikasi Teoretis dan Praktis
Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian manajemen operasional kepolisian dengan menunjukkan bahwa pada satuan kewilayahan dengan karakteristik geografis afirmatif, efektivitas manajemen operasional tidak dapat dilepaskan dari konteks lokal berupa kondisi geografis, keberagaman sosial budaya, dan keterbatasan sumber daya. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan agar Polres Fakfak mengoptimalkan perencanaan operasional berbasis analisis kerawanan wilayah, memeratakan distribusi beban kerja antarpersonel, memperkuat dukungan sarana dan prasarana operasional, serta membangun sistem pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan guna meningkatkan kinerja personel secara menyeluruh.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan manajemen operasional kepolisian di Polres Fakfak berjalan namun belum sepenuhnya optimal pada keempat fungsinya. Fungsi perencanaan masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya berbasis data lapangan, fungsi pengorganisasian menghadapi ketidakmerataan beban kerja antarpersonel, fungsi pelaksanaan terkendala keterbatasan sarana prasarana dan kondisi geografis wilayah yang luas dan sebagian sulit dijangkau, sementara fungsi pengawasan dan pengendalian belum berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.
Tingkat kinerja personel Polri di Polres Fakfak secara umum berada pada kategori cukup baik, dengan capaian yang bervariasi pada empat indikator penilaian, yaitu kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, serta disiplin dan tanggung jawab. Manajemen operasional kepolisian memiliki keterkaitan yang erat dengan kinerja personel tersebut, sebagaimana ditunjukkan oleh pola yang konsisten antara kelemahan pada setiap fungsi manajemen operasional dengan capaian pada indikator kinerja yang berkaitan. Dengan demikian, semakin baik manajemen operasional kepolisian yang diterapkan, semakin tinggi pula tingkat kinerja personel dalam melaksanakan tugas kepolisian.
Sejalan dengan simpulan tersebut, disarankan agar Polres Fakfak mengoptimalkan manajemen operasional melalui perencanaan yang lebih berbasis data dan kebutuhan lapangan, pemerataan beban kerja personel, serta penguatan sistem pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Selain itu, diperlukan peningkatan dukungan sarana dan prasarana operasional serta penguatan kompetensi personel melalui pendidikan, pelatihan, dan pembinaan profesionalisme guna mendukung peningkatan kinerja personel Polri dalam pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah hukum Polres Fakfak.
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